GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN HONORORIUM JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA TENAGA
MEDIS, PARAMEDIS, NON MEDIS, DAN NON PARAMEDIS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a.

1

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, mengatur bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak
menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan
remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu
memberikan honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang
bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan
Kesehatan kepada Tenaga Medis, Paramedis, Non Medis dan
Non Paramedis Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri
Sipil pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi .dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072); :

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 40) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3
Seri A);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN

HONORORIUM JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, NON MEDIS DAN NON
PARAMEDIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

& Lo

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi
spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Tenaga Paramedis adalah perawat yang melaksanakan pelayanan
keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Tenaga Non Medis dan Non Paramedis adalah tenaga kesehatan selain dokter
atau selain perawat dan tenaga teknis rumah sakit yang menunjang
pelayanan operasional Rumah Sakit termasuk pelayanan administrasi yang
bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Rumah
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah tenaga
tidak tetap/ honorer yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan

kepada pasien oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga
perawat, tenaga penunjang pelayanan dan tenaga administrasi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Pemberian honorarium jasa pelayanan kesehatan bertujuan sebagai berikut :

meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS;
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
meningkatkan kesejahteraan PNS dan Non PNS;
meningkatkan disiplin PNS dan Non PNS.

o op
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BAB III
PEMBERIAN HONORARIUM JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

Honorarium jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada :
a. PNS sebagai Tenaga Medis, Paramedis, Non Medis dan Non Paramedis;
b. Non PNS sebagai Tenaga Medis, Paramedis, Non Medis dan Non Paramedis.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 4

PNS dan Non PNS yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat
berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang
berlaku di RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
BESARAN HONORARIUM DAN TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM JASA
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

(1) Besaran honorarium jasa pelayanan kesehatan PNS dan Non PNS
berdasarkan jumlah besaran poin dikalikan besaran indeks poin.

(2) Pemberian honorarium jasa pelayanan kesehatan PNS dan Non PNS
diberikan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

(3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pemberian honorarium jasa pelayanan kesehatan dengan kategori, indeks
poin dan tata cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

(4) Kategori untuk laporan pelayanan publik harus ditandatangani oleh pejabat
serendah-rendahnya eselon IV yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pelayanan.

Pasal 6

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan
(UP) dengan melampirkan :

a. Daftar rekapitulasi kehadiran;

b. Daftar nominatif pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 7

(1) Jasa Pelayanan Kesehatan tidak diberikan kepada PNS yang :

. Tidak masuk kerja tanpa ada keterangan;

Sakit tanpa ada surat keterangan dari dokter;

Menjalankan cuti;

Melakukan perjalanan dinas yang menggunakan Surat Perintah
Perjalanan Dinas

poop
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e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar; dan
f. Tugas Belajar.

(2) Jasa Pelayanan Kesehatan tidak diberikan kepada Non PNS yang :

a. Tidak masuk kerja tanpa ada keterangan;
b. Sakit tanpa ada surat keterangan dari dokter.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8
Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2016.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 April 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI E
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR

TAHUN

PEMBERIAN HONORORIUM JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA TENAGA
MEDIS, PARAMEDIS, NON MEDIS DAN NON PARAMEDIS PNS DAN NON PNS
PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2016
KATEGORI
1. KELOMPOK MANAJERIAL (STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL)
i03 ATAN
1 |Eselon II
2 |Eselon Illa
3 |Eselon IlIb
3 |Eselon IV
4 | Ketua Komite , Ketua SPI, Ka.Instalasi 25
S | Kepala Ruangan, Ketua Sub Komite 20
6 | Penanggung jawab, Ketua Tim, Koordinator 15
7 | Staf PNS 10
8 | Staf CPNS 9
9 | Staf THL 8
II. JENJANG PEiVDIDIKAN

S-3

S-2

S-1/DIV

D III

DI/DI

SMA Sederajat
‘SMP Sederajat
SD

Q0[O U1 B [WIN|—

IPK (Indeks Prestasi Kerja)

Jumlah hadir x 7am }

1 | Harian
2 | Aplusan : a. Pagi Jumlah hadir x 7 jam
b. Siang Jumlah hadir x 7 jam

c. Malam Jumlah hadir x 10 jam

IV. KEPANITIAAN / TIM

1 | Ketua/Penanggungjawab 4
2 | Sekretaris/Bendahara/Anggota 3
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V. GOLONGAN

1 |[IVC - IVD 11
2 |[IVA - IVB 10
3 |IIC - D 9
4 |IIIA - TIB 8
S5 |IC - IID 7
6 |IIA - IIB 6
7 |[IA - 1D 5
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. PELAYANAN
. PELAYANAN PUBLIK

1 | VISUM ET REPARTUM UMUM 2,0 0,07

2 | VISUM ET REPARTUM | 3,0 1,5 1,5 0,07 0,07
PSYCHIATRIKUM

3 | VISUM PSIKOLOGI FORENSIK 1,5 1,5 0,07 0,05

4 | POLIKLINIK, UGD, 1PC, | 0,55 0,12 0,12 0,07 0,07 0,05
RUANGAN

5 | REHABILITASI 0,55 0,12 0,12 0,07 0,07 0,05

8 | PSIKOTERAPI/TERAPI 0,55 0,12 0,12 0,07 0,07 0,05
PERILAKU/AUTIS

9 | REKAM MEDIK 0,05 0,03

10 | FARMASI 0,07 0,05 0,03

11 | LABORATORIUM 0,05 0,03

12 | RONTGEN 0,55 0,12 0,05 0,03

13 | FISIOTERAPI 0,55 0,12 0,12 0,05 0,05 0,03

14 | ELEKTROMEDIK 0,55 0,12 0,05 0,05 0,03

15 | GIZI 0,03 0,03

16 | Pegawai Pelayanan Publik IGD, IPC, Gelatik, Kelas I, Kelas II dan ruang inap lainnya yang
besaran poin kurang dari 5, maka besaran poin yang diberikan 6

17 | Pegawai Pelayanan Publik lainnya yang besaran poin kurang dari 5, maka besaran poin yang
diberikan 5 ;
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b. PELA YANAN APARATUR

: 'PegavrvvaJ selam .pelayanan pﬁbhk yang besaran pbm
kurang dari 3

VIIl. RANGKAP JABATAN (Manajerial) dan ‘ |
100 % 25 % " 0%
INDEKS POIN

PNS Gol. IV

rupiah)
PNS/ CPNS Gol. III

rupiah)
Rp. 73,- (tujuh puluh tiga rupiah)
Rp. 65,- (enam puluh lima rupiah)

PNS/ CPNS Gol.I dan II
Non PNS

TATA CARA PERHITUNGAN

1. Cara perhitungan honorarium Tenaga Medis, Paramedis, Non Medis dan Non

Paramedis pada PNS/ CPNS adalah sebagai berikut :

( [+II+IV+V+VI+VILa+VIL.b+VII ) x I

2. Cara perhitungan honorarium Tenaga Medis, Paramedis, Non Medis dan Non

Paramedis pada Non PNS adalah sebagai berikut :

( +II+IV+VI+VILa+VILb ) x III

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Rp. 85,63,-(delapan puluh lima koma enam puluh tiga

Rp. 78,50,- (tujuh puluh delapan koma lima puluh
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